
BUPATI LAMPUNG TIMUR 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 11 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Menirnl^ang : a. bahwa un tuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemeiintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
pada huru f a perlu ditetapkan dengan Peiamran Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pen\bentukan Kabupaten Daerah Tingkat II V/ay Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 
Kotamadya Daerali Tingkat I I Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kal i terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 
Nomor 310); 



2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung T imur 
Tahun 2009 Nomor 02); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah 
Kabupaten lampung Timur Nomor 22 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 
Nomor 22); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

Dan 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

MEMUTUSKAN: 

enetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

Pasal 1 

(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca 

c. Laporan Arus Kas 

d. Catatan Atas Laporan Keuangan 

(2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lampir i 

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan 

Perusahaan Daerah; 



Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagimana dimaksud dalam pasal 1 
huru f a Tahun Anggaran 2013 sebagaimana berikut : 

a. Pendapatan Rp 1.366.829.394.726,87 

b. Belanja Rp 1.410.275.163.144,00 

(Defisit) Rp (43.445.768.417,13) 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan Pembiayaan Rp 108.073.557.190,93 

- Pengeluaran Pembiayaan Rp 3.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 105.073.557.190,93 

Pasal 3 
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 

2 sebagai b e r i ku t : 

(1) . Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah 

Rp.(25.837.259.959,13) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Pendapatan Rp 1.392.666.654.686,00 

b. Realisasi Rp 1.366.829.394.726,87 

Selisih (Kurang) Rp (25.837.259.959,13) 

(2) . Selisih Anggran dengan Realisasi Belanja sejumlah 
Rp. (86.965.048.732,93) dengan rincian sebagai berikut 

a. Anggaran Belanja Rp 1.497.240.211.876,93 

b. Realisasi Rp 1.410.275.163.144,00 

Selisih (kurang) Rp (86.965.048.732,93) 

(3) . Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah 
Rp. 61.127.788.773,80 dengan rincian sebagai b e r i ku t : 

a. Surplus/(Defisit) Rp (104.573.557.190,93) 
b. Realisasi Rp (43.445.768.417,13) 

Selisih Lebih/(kurang) Rp 61.127.788.773,80 

(4) . Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan 
sejumlah Rp. 2.000.000.000.00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Penerimaan Rp 110.073.557.190,93 
Pembiayaan 

b. Realisasi Rp 108.073.557.190,93 
Selisih Lebih/(kurang) Rp (2.000.000.000,00) 



(5). Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan 
sejumlah Rp. 2.009.708.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Pengeluaran Rp 5.009.708.000,00 
Pembiayaan 

b. Realisasi Rp 3.000.000.000,00 
Selisih Lebih/(kurang) Rp (2.009.708.000,00) 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huru f b per 31 
Desember. 

a. Jumlah Aset Rp 2.233.998.772.664,69 

b. Jumlah Kewajiban Rp 1.189.490.909,00 

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 2.232.809.281.755,69 

Pasal 5 

Laporan Arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 b huru f c 
un tuk . 

a. Saldo Kas awal 1 Januari 2013 Rp 108.070.438.909,93 
b. Arus kas dari aktifitas operasi Rp 172.927.621.472,71 
c. Arus kas dari aktifitas investasi Rp (216.937.922.689,00) 

Aset non keuangan 
d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan Rp (3.000.000.000,00) 
e. Arus kas dari aktifitas non anggaran Rp 3.121.281,00 
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Rp 61.166.758.974,64 

Tahun 2013 

Pasal 6 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 huru f d Tahun 2013 memuat informasi baik secara kuant i tat i f 
maupun kual i tat i f atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 
1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah in i terdiri dari : 

a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran 

Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah dan 
organisasi; 

Lampiran 1.2 Ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan, daerah, 
organisasi, pendapatan, belanja daerah dan 
pembiayaan; 



Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Lampiran 1.5 

Lampiran 1.6 

Lampiran 1.7 

Lampiran 1.8 

Lampiran 1.9 

Lampiran 1.10 

Lampiran I . l 1 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

Rekapitulasi laporan realisasi anggaran 
belanja daerah menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program 
dan kegiatan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah un tuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan pemerintah daerah dan fungsi 
dalam rangka pengelolaan keuangan 
negara; 

Daftar piutang daerah; 

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan aset lainnya; 

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
selesai sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran berikutnya; 

Daftar dana cadangan daerah; 

Daftar pinjaman daerah; 

Neraca 

Laporan Arus Kas 

Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pasal 8 

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 
Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah in i ; 
b. Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah tercantum dalam 

Lampiran VI Peraturan Daerah in i . 

Pasal 9 
Bupati menetapkan Peraturan Bupat i tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 
sebagai r incian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD. 



Pasal 10 
Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur 

Ditetapkan di Sukadana 
. pada tanggal 01 September 2 0 1 4 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal 01 September 2 0 1 4 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

I WAYAN SUTARJA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2 0 1 4 N U M O K 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG T I M U R 
PROVINSI LAMPUNG : NOMOR TAHUN 2 0 1 4 


